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UMMARY

In this thesis, the author conducts research on the topic entitled THE
LEGAL POSITION OF THE GOVERNMENT AS A CREDITOR REGARDING THE
OBLIGATION OF BUSINESS ACTORS TO MEET THE SHORTFALL IN
ENVIRONMENTAL RESTORATION GUARANTEE FUNDS. The selection of this topic
stems from the idea that the norm that places an obligation on business actors to
cover the shortfall in environmental guarantee funds as stipulated in Article 477
paragraph (4) of Government Regulation No. 22 of 2021 is a legal relationship in
the form of an obligation arising from the provisions of the legisiation. In this
context, the government acts as the creditor, as the party authorized to collect
payments, while business actors act as debtors, as the obligated party.
Therefore, the author has formulated two questions: 1. What is the legal
position of the government as a creditor in the context of business actors'
obligation to cover the shortfall in financing due to insufficient environmental
restoration guarantee funds? 2. What type of creditor is ideal for government
agencies in the context of collecting insufficient environmental restoration
guarantee funds?

This study is a legal study using a legisiative approach, a conceptual
approach, and a case approach. Legal materials were collected through a
literature study method, using primary and secondary legal materials. The legal
materials were then reviewed and analyzed using the approaches used in the
study to answer the legal issues in this study.

The results of this study indicate that the government, as a creditor in an
agreement that requires business actors to meet the shortfall in environmental
restoration funds, has the status of a concurrent creditor. This is because there
are no regulations regarding the government’s right of priority over receivables.
This is inappropriate because, in essence, collection by the government is in the
public interest, which should take precedence over other creditors.

The advice that can be given is that under these circumstances, it is
recommended that the Government collect on the shortfall in financing due to
insufficient environmental restoration guarantee funds through ordinary civil
mechanisms so as not to compete with other creditors. The best scenario would
be to add provisions regarding the Government's privilege rights as a creditor.
Keywords: Legal Standing, Creditors, Environmental Restoration Guarantee
Fund.
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RINGKASAN

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat topik
yang berjudul KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH SEBAGAI KREDITOR
MENGENAI KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN DANA
JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP. Pemilihan topik tersebut berangkat
pada pemikiran dalam norma yang meletakkan kewajiban pelaku usaha untuk
memenuhi kekurangan atas tidak cukupnya dana jaminan lingkungan hidup yang
termaktub pada pasal 477 ayat (4) PP No. 22 Tahun 2021 merupakan hubungan
hukum yang berupa perikatan. Dalam artian dalam konteks ini Pemerintah
berkedudukan sebagai kreditor selaku pihak yang berwenang atas penagihan
pemenuhan, sementara pelaku usaha sebagai debitor selaku pihak yang
berkewajiban. Maka dari itu penulis memiliki dua rumusan masalah yakni: 1.
Bagaimana kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor dalam konteks
kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan pembiayaan akibat dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup yang tidak cukup? 2. Apa jenis kreditor
yang ideal bagi Instansi Pemerintah dalam rangka penagihan kekurangan
pembiayaan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup yang tidak cukup?.

Penelitian yang ditulis oleh penulis ini merupakan disiplin keilmuan
hukum, di mana dalam pendekatannya menggunakan beberapa jenis yang di
antaranya seperti Pendekatan UU (statute approach), konseptual (conceptual
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum
melalui metode studi literatur dengan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan nonhukum. Lebih lanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis
untuk menjawab isu hukum serta memberikan preskripsi dalam topik yang
dibahas.

Hasil menunjukkan bahwa pemerintah dalam rangka sebagai kreditor
dalam perikatan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan
dana jaminan pemulihan lingkungan hidup memiliki kedudukan sebagai kreditor
konkuren. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan mengenai hak
mendahului atas piutang yang dimiliki pemerintah. Atas hal tersebut, hal ini tidak
tepat karena pada dasarnya penagihan oleh Pemerintah merupakan kepentingan
publik (public interest) yang seyogyanya memiliki hak untuk didahulukan
dibanding kreditor lain.

Saran yang diberikan ialah bahwa dengan kondisi semacam ini maka
disarankan kepada Pemerintah dalam melakukan penagihan pemenuhan
kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup melalui mekanisme
perdata biasa agar tidak berkompetisi dengan kreditor lain. Skenario terbaiknya
adalah diharapkan ditambahkan aturan mengenai hak privilege Pemerintah
sebagai kreditor.



Kata kunci: Kedudukan Hukum, Kreditur, Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan
Hidup.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
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Pemerintah dalam suatu Negara memiliki peranan dalam menjalankan

sebuah sistem dalam negara itu sendiri, dalam artian suatu negara pada
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hakikatnya dijalankan oleh suatu organ yang dinamakan pemerintah. Salah
satu tugas pemerintah ialah menjaga dan merawat lingkungan hidup agar
senantiasa tetap lestari, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD
1945 bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.*

UU No. 32 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut (UU PPLH) Tentang
perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UUPPLH telah mengatur instrumen ekonomi lingkungan hidup yang salah satu
di antaranya yaitu pendanaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan yang
dimaksud terdapat suatu jenis jaminan yang dalam UU a guo disebut sebagai
dana jaminan lingkungan hidup.? Dalam UU PPLH itu sendiri, terdapat
pengaturan yang meletakkan kewajiban bagi setiap orang yang telah
memperoleh atau telah memegang persetujuan lingkungan untuk
menyediakan dana jaminan yang bertujuan untuk memulihkan lingkungan

hidup.

! Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum., Abdul Aziz Alsa,
S.H., M.H., HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Suatu Pengantar, Edisi Pertama, (Jakarta Utara:
Kencana, 2018), 89.

2 Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©




UNISMA

Kewajiban semacam ini agaknya merupakan manifestasi dari prinsip
polluter pays principle.’ Yang dimaksud dengan prinsip ini ialah bahwa pihak
yang telah mencemari atau merusak lingkungan hidup, maka ia diwajibkan

untuk bertanggung jawab atas kerugian lingkungan hidup serta memulihkan
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dalam keadaan seperti semula. Prinsip tersebut merupakan instrumen
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internasional yang pertama kali digaungkan oleh Organisation For Economic
Co-operation and Development pada tahun 1872, yang dalam hal ini
merupakan organisasi di bidang ekonomi yang berskala Internasional. Prinsip
ini lebih condong pada aspek ekonomi karena pada dasarnya hal ini diadopsi
dalam suatu aturan yang mengatur mengenai penghitungan nilai kerusakan
yang ditimbulkan oleh para pihak.* Lebih mendasar lagi, bahwa prinsip
polluter pays principle lahir dari ilmu ekonomi yang digagas oleh E.J. Mishan
yang pada intinya mengemukakan bahwa perbuatan pencemaran terhadap
lingkungan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang
bersifat alternatif yang dalam artian merupakan perbuatan yang dapat
dihindari.

Pemulihan lingkungan hidup ini telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai (PP PPPLH)
merupakan peraturan turunan dari UU PPLH. Dalam pasal 471 dijelaskan

bahwa dana jaminan pemulihan lingkungan hidup diperuntukkan untuk tiga

3 Muhammad Yasin, “Polluter Pays Principle: Asal Muasal, Pengaturan, dan Penerapannya di
Indonesia,” hukumonline.com, accessed September 15, 2025, https://www.hukumonline.com/sto
ries/article/[t610137c95bfd7/polluter-pays-principle--asal-muasal--pengaturan-dan penerapannya-
di-indonesia/.

* Mikael Adrian Tri Nugroho et al., “Implications of ‘Polluter Pays Principle’ in Criminal Liability of
Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater,” Reformasi Hukum 28, no. 1
(April 2024): 14-23, https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.932.

> Fajar Sugianto, Sanggup Leonard Agustian, and Nisa Permata Basti, “EKSISTENSI PRINSIP
PENCEMAR MEMBAYAR DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM AGRARIA,” TANJUNGPURA LAW
JOURNAL 4, no. 1 (August 2020): 1-21.
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hal, yakni biaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, kerusakan
lingkungan hidup, dan pemulihan lingkungan hidup baik yang diakibatkan oleh
pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Sifat daripada jaminan
tersebut merupakan kewajiban bagi pemegang persetujuan lingkungan,
khususnya bagi pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha yang
berdampak terhadap lingkungan diwajibkan untuk menyediakan dana jaminan
pemulihan lingkungan hidup.

Mengenai penggunaannya, dana ini tidak terbatas pada waktu pasca
perusahaan beroperasi saja, melainkan digunakan pada waktu pra konstruksi,
konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi
perusahaan yang sesuai apa yang telah ditetapkan dalam persetujuan
lingkungan. Sehingga penggunaan dana tersebut tidak hanya pada waktu
pasca operasi, tetapi dapat pula dilakukan dari tahapan awal sampai akhir
dengan mengacu dokumen persetujuan lingkungan.

Selain itu, penyimpanannya dapat melibatkan pihak ketiga (disimpan
oleh bank pemerintah) atau disimpan mandiri oleh pelaku usaha. Namun,
tidak semua jenis kegiatan maupun usaha untuk kemudian menyimpan dana
secara mandiri. Di mana terdapat ketentuan beberapa persyaratan agar dapat
menyimpan dana jaminan secara mandiri yakni suatu kegiatan yang memiliki
dampak risiko rendah dan berisiko menengah terhadap lingkungan, serta
pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mengubah bentang alam dan
memiliki rencana setelah kegiatannya. Sedangkan baik usaha maupun
kegiatan yang berdampak fatal penyimpannya diletakkan pada pihak ketiga,
yakni bank pemerintah yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyimpan

jaminan tersebut.



Opsi bentuk dari dana jaminan ini juga sangat bervariatif, yakni
meliputi deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi atau bentuk
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta

dapat juga dalam bentuk instrumen ekonomi salah satunya yakni /nsurance
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policy (polis asuransi). Dalam konteks ini tentunya jumlah dana jaminan

University of Islam Malang

pemulihan ini juga bersifat variatif, dalam artian ditentukan oleh beberapa
aspek, yang salah satunya seperti dampak kerusakan dan pencemaran yang
terjadi.®

Perlu diketahui bahwa penggunaan dana ini dapat digunakan secara
mandiri maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Penggunaan dana ini tak lain hanya digunakan
sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk penanggulangan atau pemulihan
terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar atau rusak akibat suatu
kegiatan maupun suatu usaha. Merujuk pada Pasal 477 PP PPPLH tepatnya
pada Ayat (4), bahwasanya pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi dana
penjaminan pemulihan ketika adanya kekurangan pada pembiayaan
pemulihan lingkungan hidup.

Menurut PP a guo, ketika terjadi kondisi adanya kerusakan maupun
pencemaran lingkungan hidup, pihak pelaku usaha maupun pihak ketiga
dapat menggunakan dana jaminan yang telah disediakan. Dalam hal ini jika
dana yang telah dipergunakan tersebut tidak mencukupi biaya
penanggulangan maupun pemulihan lingkungan hidup, maka atas tidak

cukupnya dana jaminan yang telah dipergunakan tersebut pelaku usaha yang

® “View of Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan
Hidup Oleh Pemerintah Dan Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan,” accessed September 21, 2025,
https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2550/1182.
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bersangkutan harus atau diwajibkan untuk memenuhi kekurangan
pembiayaan.’
Ditinjau dari kewajiban tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan

hukum antara pelaku usaha dengan pemerintah ini merupakan perikatan,
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yakni pemerintah memiliki kedudukan hukum yakni sebagai kreditur yang
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berhak untuk menagih atas pemenuhan biaya jaminan tersebut. Dana jaminan
pemulihan lingkungan hidup bukanlah masuk dalam kategori pajak, melainkan
bentuk jaminan yang telah disediakan oleh pelaku usaha yang digunakan
untuk pemulihan lingkungan hidup. Maka adalah tepat bahwa hubungan
hukum yang terbentuk dalam kewajiban pemenuhan kekurangan dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup ini merupakan perikatan yang lahir dari
ketentuan perundang-undangan dengan merujuk pada ketentuan pasal 54 Jo
pasal 55 UU PPLH Jo pasal 477 ayat (4) PP No. 22 Tahun 2021, yaitu
hubungan antara kreditur (Pemerintah) dan debitor (Pelaku usaha).

Perikatan ialah suatu hubungan hukum yang mana memiliki ruang
lingkup dalam bidang harta kekayaan antara dua dua subjek hukum, baik
manusia (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) dengan
dasar terdapat pihak yang memegang hak dan pihak lain yang memegang
kewajiban. Subekti mendefinisikan perikatan yang pada intinya sebagai suatu
relasi dalam bidang hukum antara dua subjek hukum, baik rechtspersoon
maupun natuurlijke persoon, di mana terdapat pihak yang memiliki kewajiban
untuk membayar prestasi dan hak pada pihak untuk menuntut pemenuhan
suatu hal maupun kewajiban yang berpadanan pada pihak lain untuk

memenuhi tuntutan tersebut atau dengan kata lain disebut dengan

7 Azam Hawari and Deni Daniel, “Akibat Kepailitan pada Penegakan Hukum Lingkungan yang
Berorientasi Pemulihan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah,” Jurnal Hukum Lingkungan
Indonesia 7, no. 1 (December 2020): 141-65, https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.225.
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kontraprestasi.® Lahirnya perikatan di samping akibat dari adanya suatu
perjanjian, di sisi lain perikatan juga lahir dari Undang-Undang.
Berbicara mengenai kewajiban untuk penyediaan dana jaminan

pemulihan lingkungan hidup, Kewajiban demikian merupakan upaya preventif
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yang memegang peranan krusial dalam melindungi lingkungan, di mana
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bertujuan meminimalisir pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh
peristiwa pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat dilihat pada
tahun 2025 telah terjadi fenomena bencana alam pada wilayah Sumatera
Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Di mana Kejagung telah menetapkan
sebanyak 23 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana alam di wilayah
tersebut akibat kerusakan lingkungan,’ yang kini telah bertambah menjadi 28
perusahaan yang terbukti melanggar dicabut izin operasinya.’® Adapun kasus
konkrit yang relevan terkait penagihan ganti rugi lingkungan terlihat pada PT
Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) di Muaro Jambi. Perusahaan kelapa
sawit ini dihukum untuk membayar kerugian lingkungan sebesar Rp191,8
miliar akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Alih-alih memenubhi
kewajibannya, PT RKK justru mengajukan permohonan pailit. Dalam proses
kepailitan tersebut, KLHK selaku kreditur lingkungan bahkan tidak dimasukkan
dalam daftar piutang perusahaan, sehingga pengajuan pailit dalam hal ini

merupakan penghindaran agar tidak membayar utang kepada pemerintah.'!

® Eka Yulia Nengsih et al., Hukum perikatan: Macam-macam perikatan, n.d.

9 “Daftar Perusahaan yang Diduga Penyebab Bencana Sumatera | tempo.co,” Tempo, Desember|
15.56 WIB 2025, https://www.tempo.co/hukum/daftar perusahaan yang diduga penyebab benca
na-sumatera-2099495.

10 Kompas Cyber Media, “Daftar 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir-Longsor di

Sumatera,” KOMPAS.com, January 21, 2026, https://money.kompas.com/read/2026/01/21/10420

0826/daftar-28-perusahaan-yang-izinnya-dicabut-buntut-banjir-longsor-di-sumatera.
mediaindonesia com developer, “KLHK Ajukan Keberatan Atas Putusan Pailit PT RKK, Ini

Alasannya,” accessed October 6, 2025, https://mediaindonesia.com/humaniora/650947/klhk-

ajukan-keberatan-atas-putusan-pailit-pt-rkk-ini-alasannya.
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Dengan berkaca pada kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan
terjadi permasalahan ketika dana jaminan yang telah disediakan oleh pelaku
usaha tersebut tidak cukup digunakan untuk pemulihan, sedangkan pihak
yang bertanggung jawab tidak memenuhi kekurangan pembiayaan akibat
tidak cukupnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup justru diajukan
pailit oleh para kreditornya atau bahkan mengajukan pailit terhadap dirinya
sendiri.

Dalam konteks ini dana jaminan pemulihan lingkungan hidup
merupakan bentuk suatu perikatan yang timbul akibat peraturan Perundang-
undangan. Dengan adanya hubungan demikian maka seyogyanya pemerintah
selaku kreditur memiliki hak untuk menagih dana jaminan pemulihan
lingkungan hidup. Namun hak tagih pemerintah mengenai penagihan
kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup tidak diatur secara
expressis verbis dalam peraturan Perundang-undangan, sehingga meskipun
ditinjau dari segi perikatan pemerintah berkedudukan sebagai kreditor, akan
tetapi hal ini dapat menjadikan interpretasi yang bias dan dapat berpotensi
menimbulkan ketidakpastian terhadap kedudukan pemerintah dalam rangka
penagihannya karena diakibatkan tidak ada aturan yang menyatakan secara
eksplisit hak tagih pemerintah dalam rangka menagih pemenuhan kekurangan
dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Di sisi lain, baik dalam UUK-PKPU,
UU PPLH, maupun peraturan lainnya tidak mengatur mengenai piutang negara
dalam sektor lingkungan, yakni tentang hak mendahului pemerintah atas
piutang yang timbul akibat tidak cukupnya dana jaminan pemulihan

lingkungan hidup.
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Hal semacam ini menimbulkan akibat hukum vyakni kedudukan
pemerintah sebagai kreditor berpotensi memiliki posisi paling lemah. Hal
semacam ini juga memberikan dampak buruk ketika pelaku usaha yang
bersangkutan diajukan pailit oleh para kreditornya atau bahkan mempailitkan
dirinya sendiri, di mana objek boede/ pailit yang dibagi sesuai dengan hierarki
kreditor berpotensi tidak cukup untuk pemenuhan kekurangan pembiayaan
akibat tidak cukupnya dana jaminan pemulihan lingkungan, atau bahkan tidak
mendapatkan piutangnya karena sudah dibagikan kepada kreditor separatis
dan preferen. Sehingga di samping berdampak buruk bagi lingkungan hidup
dan merugikan masyarakat yang terdampak, di sisi lain hal demikian juga
tidak sesuai dengan asas tanggung jawab negara dalam UU PPLH yang pada
intinya bahwasanya negara menjamin hak warga negara atas lingkungan
hidup yang sehat.

Maka dari itu menarik untuk kemudian dibahas mengenai kedudukan
pemerintah sebagai kreditor dalam hal kewajiban pelaku usaha untuk
memenuhi kekurangan pembiayaan akibat tidak cukupnya dana jaminan
lingkungan hidup. Khususnya yang menarik dikaji ialah mengenai idealitas
kedudukan hukum Pemerintah dalam konteks penagihan pemenuhan dana

penjaminan pemulihan lingkungan hidup dalam perkara kepailitan.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurakan, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor mengenai

kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan dana jaminan

pemulihan lingkungan hidup?
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2. Apakah kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor dalam rangka
penagihan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup

merupakan kedudukan hukum yang ideal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Bagaimana kedudukan hukum Pemerintah sebagai
kreditor mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan
dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.

2. Untuk menganalisis idealitas pada kedudukan hukum Pemerintah
sebagai kreditor dalam rangka penagihan kekurangan dana jaminan

pemulihan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari karya ilmiah yang ditulis oleh penulis
diharapkan dapat bermanfaat:
1. Manfaat Teoritis

a. Menurut Penulis Penelitian kali ini diharapkan dapat membantu
dalam hal perkembangan hukum positif di Indonesia, yakni terkait
kedudukan Pemerintah sebagai kreditor mengenai pemenuhan dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup oleh perusahaan vyang
notabene saat ini muncul permasalahan mengenai posisi
pemerintah apabila terjadi pihak perusahaan yang bersangkutan
dimohonkan pailit oleh kreditor lain, atau bahkan perusahaan
mempailitkan dirinya sendiri.

b. Di sisi lain penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi

hukum selaku pencinta ilmu pengetahuan untuk dijadikan salah satu



referensi, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Malang
sekiranya dapat dijadikan acuan penelitian berikutnya yang relevan
dengan konteks penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

REPOSITORY

Menurut Penulis Penelitian kali ini diharap dapat bermanfaat
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kepada para praktisi hukum, di mana dapat dijadikan salah satu
referensi apabila terdapat peristiwa yang serupa dalam penelitian kali
ini, yakni tentang kedudukan Pemerintah sebagai kreditor dalam
hubungan perikatan yang mewajiban perusahaan untuk memenuhi
kekurangan pembiayaan atas dana jaminan pemulihan lingkungan

hidup yang tidak cukup.

E. Orisinalitas Penelitian

Eksistensi mengenai orisinalitas yakni untuk membandingkan di antara
karya-karya sebelumnya, di mana dengan ini nantinya terlihat mengenai
beberapa aspek seperti persamaan, perbedaan, dan novelty dari karya yang
hendak ditulis oleh penulis. Di samping itu, di antara beberapa jenis karya
yang telah dicantumkan oleh penulis juga dapat berpotensi untuk kemudian
dijadikan sebagai salah satu referensi atau dapat pula karya-karya
sebelumnya yang agaknya masih belum sempurna dapat ditutup atau
dilengkapi oleh penelitian kali ini yang dibahas oleh penulis. Karya-karya yang
dimaksud antara lain yakni:

Skripsi Siti  Maryam Tahun 2016 yang berjudul “KEDUDUKAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG

HAK PREFEREN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 516K/Pdt.Sus-
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Pailit/2015)".** Dalam skripsi ini terdapat pembahasan yang relevan dengan
penelitian kali ini yakni mengenai kedudukan Instansi Pemerintah sebagai
kreditor, di mana pihak kreditor dalam penelitian ini adalah sama dengan

penelitian penulis. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah bahwa dalam

REPOSITORY

penelitian ini titikk fokusnya membahas mengenai kedudukan piutang
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Pemerintah mengenai dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, di mana
berbeda dengan ranah kepabeanan dan cukai.

Skripsi Brenda Patricia Tahun 2025 yang berjudul “"ANALISIS YURIDIS
KEDUDUKAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK)
SEBAGAI KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN PT RICKY KURNIAWAN
KERTAPERSADA (PT RKK)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai
kedudukan KLHK yang notabene sebagai pihak kreditor dalam sebuah perkara
kepailitan yang memiliki hak untuk menagih atas dasar putusan pengadilan
yang telah J/nkracht, sehingga penelitian ini sangat relevan dan berkaitan
dengan penelitian penulis yang membahas mengenai kedudukan pemerintah
sebagai kreditor dalam rangka melakukan penagihan kekurangan dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup. Namun yang menjadi novelty dalam
penelitian penulis ialah terkait titik fokusnya yang membahas mengenai dana
jaminan lingkungan hidup yang tentunya berbeda dengan penagihan oleh
pemerintah dengan mekanisme kepailitan, di mana yang digunakan batu uji
orisinalitas fokusnya hanya meliiputi analisis terhadap suatu putusan

pengadilan.

12 SITI MARYAM, "KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEBAGAI KREDITOR
PEMEGANG HAK PREFEREN", (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
2016).

13 Brenda Patricia, “Analisis Yuridis Kedudukan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
(KLHK) Sebagai Kreditor Dalam Proses Kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK),
(Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2025),
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§ UNIVERSITAS ISLAM PREFEREN

=

- NEGERI SYARIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung
HIDAYATULLAH Nomor 516K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
JAKARTA 2015

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kedudukan antara pemegang hak preferen
dengan hak mendahulu negara terhadap pembagian harta
pailit?

2. Bagaimana penerapan hak mendahulu atas pembayaran
utang pajak pada perkara kepailitan PT. Wira Mustika Indah?

HASIL PENELITIAN

1. Kedudukan piutang Pemerintah yang berupa pemungutan
pajak dalam perkara kepailitan merupakan sebagai kreditur
preferen, sebagaimana dasar ini diatur dalam Kuhper bahwa
kedudukan kreditor ini adalah setara, kecuali diatur dalam
Undang-Undang untuk didahulukan. Dalam UU tentang
Perpajakan telah diatur bahwa piutang Negara dalam bentuk
pajak agar dapat didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya,
sehingga kedudukan Negara menjadi kreditor preferen yang
haknya diistimewakan.

2. Hasil dari rumusan masalah yang kedua menyatakan
bahwasanya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan
Nomor Perkara 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tersebut tidak
tepat. Di mana putusan tersebut menolak keberatan dari
Direktorat Jendral Bea dan Cukai Direktorat Audit karena
objek harta pailit PT. Wira Mustaka Indah dibagikan kepada
kreditor konkuren; (PT Adiperkasa Ekabakti Industry sebesar
100.000.000) dan (Sdr Ridwan Halim sebesar 50.000.000),
sedangkan di sisi lain piutang Negara berupa pajak belum
terpenuhi. Melandaskan pada Pasal 21 Ayat (1) UU
Perpajakan bahwasanya kedudukan piutang pajak memiliki
hak istimewa, dalam artian ialah hak yang didahulukan dari
kreditor lainnya, hal ini sejalan dengan apa yang termaktub
dalam Pasal 1134 Ayat (2) BW. Dalam hal ini lebih tepat
menggunakan prinsip Pari Passu Prorata Parte yakni
pembagian utang kepada kreditor dibagi secara proporsional,
kecuali menurut UU terkait menyatakan secara tegas kreditor
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tententu harus didahulukan.

PERSAMAAN

Terdapat beberapa persamaan yakni,
sama-sama titik fokus dalam penelitiannya
ialah  mengenai  kedudukan  hukum
Pemerintah.

PERBEDAAN

Pertama,  penelitan yang  hendak
dilakukan oleh penulis kali ini membahas
mengenai kedudukan hukum Pemerintah
sebagai kreditor mengenai kewajiban
perusahaan untuk memenuhi dana
penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
Di mana hal ini merupakan perikatan yang
lahir dari Undang-Undang, dalam artian
memiliki dasar hukum yang berbeda pula,
yakni diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009,
PP No. 46 Tahun 2017, dan PP No. 22
Tahun 2021.

Kedua, bahwa penelitian kali ini juga
hendak membahas tentang kedudukan
hukum pemerintah yang ideal dalam
rangka penagihan kekurangan
pembiayaan dana jaminan pemulihan
lingkungan hidup yang tidak cukup.
Sementara penelitian perbandingan titik
fokusnya membahas kedudukan
pemerintah atas tagihan Bea dan Cukai.

KONTRIBUSI

Harapan adanya penelitian kali ini ialah
dapat  berkontribusi terhadap para
pembaca guna menambah Iimu
Pengetahuannya serta dapat dijadikan
referensi dalam bidang ilmu hukum, yang
mana dapat memahami terkait kedudukan
Pemerintah sebagai kreditor dalam dalam
konteks kewajiban pelaku usaha untuk
memenuhi dana penjaminan pemulihan
lingkungan hidup.

NO

PROFIL

JUDUL

BRENDA PATRICIA

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) SEBAGAI

KREDITOR DALAM
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PROSES KEPAILITAN PT RICKY
KURNIAWAN KERTAPERSADA (PT

RKK)

RUMUSAN MASALAH

. Bagaimana kedudukan hukum KLHK sebagai kreditor yang

terlambat mengajukan tagihan pada verifikasi utang dalam
kepailitan PT RKK?

. Bagaimana proses pengajuan tagihan KLHK sebagai kreditor

dalam kepailitan PT RKK dalam hal terjadinya keterlambatan
pendaftaran pada rapat verifikasi?

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dari rumusan masalah pertama adalah bahwa
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap
diakui status hukumnya sebagai kreditor dalam proses
kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK),
meskipun pengajuan tagihannya dilakukan melewati batas
waktu verifikasi. Pengakuan ini diberikan oleh pengadilan
melalui mekanisme renvoi, dengan pertimbangan bahwa
tagihan KLHK bersumber dari putusan pengadilan yang telah
inkracht van gewijsde mengenai kewajiban ganti rugi dan
pemulihan  kerusakanlingkungan — hidup. Akan tetapi,
kedudukan KLHK sebagai kreditor dalam konteks kepailitan
tersebut masih lemah, di mana hal ini disebabkan oleh
ketiadaan aturan yang menempatkan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dalam
kategori kreditor yang memiliki hak mendahului atas
piutangnya. Dampak dari kondisi ini adalah hak negara untuk
memperoleh pemulihan lingkungan berisiko tidak mendapat
perlindungan yang maksimal dalam penyelesaian perkara
kepailitan.

Belum diaturnya PNBP lingkungan mengenai hak mendahului
terhadap kreditor lain menyebabkan posisi KLHK melemah
dalam pembagian harta pailit. Akibatnya, upaya pemulihan
lingkungan hidup yang menjadi kewajiban debitor terancam
tidak optimal. Fenomena keterlambatan pengajuan tagihan
oleh KLHK juga mengindikasikan perlunya peningkatan




pemahaman dan koordinasi antar instansi dalam proses
kepailitan untuk memastikan hak negara dan pemulihan
lingkungan dapat terlaksana dengan efektif.

PERSAMAAN Persamaan penelitian ini dengan penelitian
penulis adalah mengenai kedudukan
pemerintah sebagai kreditor dalam konteks
lingkungan hidup, di mana dalam konteks ini
adalah penagihan utang melalui mekanisme
perkara kepailitan.

REPOSITORY

University of Islam Malang

PERBEDAAN Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
penulis ialah mengenai asal usul penagihan oleh
pemerintah. Dalam penelitian ini merupakan
penagihan pemerintah dalam perkara kepailitan
atas utang perusahaan yang didasarkan pada
putusan pengadilan. Sementara pada penelitian
penulis  titikk  fokusnya ialah  mengenai
kedudukan  pemerintah dalam  penagihan
kekurangan dana jaminan pemulihan
lingkungan hidup, di mana hal ini didasarkan
pada kerugian lingkungan hidup.

KONTRIBUSI Penelitian ini menurutnya diharapkan dapat
berkontribusi terhadap banyak kalangan, yakni
bagi penulis yang bersangkutan, bagi
masyarakat, dan akademisi. Bagi akademisi
diharapkan dapat menjadi bagian dari kajian
akademis perihal korelasi hukum kepailitan dan
perlindungan lingkungan hidup, serta bagi
masyarakat diharapkan agar memahami
pentingnya prosedur hukum dalam konteks
perlindungan terhadap negara sebagai kreditor
atas kerusakan lingkungan.

Sedangkan penelitian ini ialah:

PROFIL JUDUL

ANDHIKA PUTRA BHAGASAKARA KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH

SEBAGAI KREDITOR MENGENAI
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FAKULTAS HUKUM KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK
MEMENUHI KEKURANGAN DANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

HIDUP

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor
mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan
dana jaminan pemulihan lingkungan hidup?

2. Apakah kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor dalam
rangka penagihan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan
hidup merupakan kedudukan hukum yang ideal?

NILAI KEBAHARUAN

Dalam skripsi ini peneliti berfokus dengan kajian yang membahas terkait
kedudukan hukum Pemerintah sebagai kreditor dalam hubungan perikatan
yang lahir dari Undang-Undang mengenai kewajiban pemenuhan dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup oleh pelaku usaha, di mana dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup ini sangat memungkinkan Ketika
penggunaannya tidak mencukupi untuk biaya penanggulangan dan/atau
pemulihan lingkungan hidup. Dalam ketentuan Perundang-undangan jika
terjadi demikian maka pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi
kekurangan pembiayaan, sehingga pemerintah dalam konteks ini
berwenang untuk menagih atas pemenuhan tersebut.

F. Metode Penelitian
Skripsi yang dibahas oleh penulis kali ini menggunakan metode
penelitian, terkhususnya metode yang lazimnya digunakan dalam penelitian
dalam ranah disiplin keilmuan hukum. Orientasi adanya penggunaan metode
penelitian ialah untuk mempermudah penulis agar dapat memecahkan sebuah
permasalahan yang kemudian diikuti dengan sebuah isu hukum. Atas hal
tersebut, niscaya penulis dapat menemukan suatu jawaban yang akurat

sesuai dengan nilai yang terkandung dalam ilmu hukum atau dengan kata lain



yang disebut dengan kebenaran koherensi, yang berperan menentukan
penulis untuk memberikan suatu preskripsi.
Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

yakni sebagai berikut:

REPOSITORY

1. Jenis Penelitian
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Penelitian kali ini merupakan penelitian dalam ranah disiplin
keilmuan hukum, atau yang disebut dengan penelitian hukum. Yang
dimaksud dengan penelitian ini ialah suatu kegiatan atau riset yang di
antaranya bertujuan menemukan serta menelaah secara komprehensif
mengenai kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin
hukum guna memberikan solusi atau menemukan kebenaran yang
disebut dengan kebenaran koherensi terhadap suatu permasalahan
dan isu hukum. Penelitian ini pada akhirnya dimaksudkan untuk
menciptakan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat
dijadikan pedoman (preskripsi) dalam memecahkan
masalah hukum tersebut.'*

2. Pendekatan Penelitian

Agar  suatu penelitian hukum dapat  menjawab
permasalahannya secara efektif, pendekatan yang digunakan harus
disesuaikan dengan sifat unik dari ilmu hukum dan kompleksitas isu
yang diangkat. Beragam pendekatan diperlukan untuk mengumpulkan

informasi yang mendalam dan melihat masalah dari berbagai

14 Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta:
Kencana, 2021), 60.
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perspektif, yang pada akhirnya bertujuan untuk memecahkan masalah
inti dari penelitian tersebut.®®
Pendekatan dalam pendekatan ini menggunakan beberapa

pendekatan di antaranya vyakni pendekatan statute approach

REPOSITORY

(Perundang-Undangan), pendekatan kasus (case approach), dan
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pendekatan konseptual (conceptual approach). Statute approach
digunakan untuk pijakan dalam penelitian kali ini, khususnya yakni
terkait dana jaminan pemulihan lingkungan hidup serta peraturan lain
yang relevan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 (UU PPLH) dan PP No. 22 Tahun 2021 (PP PPPLH). Serta
case approach yang memiliki korelasi dengan topik yang hendak
dibahas sehingga atas kasus tersebut mucul urgensi untuk dilakukan
sebuah penelitian secara komprehensif dan mendalam. Sedangkan
pengunaan conceptual approach dalam penelitian kali ini dimaksudkan
untuk mengetahui adanya isu hukum seperti halnya kedudukan hukum
pemerintah sebagai kreditor mengenai kewajiban suatu pelaku usaha
untuk memenuhi kekurangan akibat tidak cukupnya dana jaminan
lingkungan hidup.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang utama, yang
artinya bahan Hukum primer ini merupakan bahan Hukum yang
paling dasar, yang bersifat autoritatif yang tentunya memiliki

otoritas tersendiri. Bahan Hukum Primer meliputi yakni peraturan

15 Marzuki, 133. (ibid.).
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perundang-undangan (UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021,
dan yurisprudensi (putusan hakim).®

b. Bahan Hukum Sekunder

REPOSITORY

Bahan Hukum Sekunder dapat dikatakan sebagai penjelasan

University of Islam Malang

dari Bahan Hukum Primer itu sendiri yang mana Bahan Hukum
Primer meliputi atas Publikasi yang pokok bahasannya tentang
Hukum yang bukan dalam klasifikasi dalam dokumen resmi, seperti;
Buku-buku, Kamus Hukum, Jurnal-jurnal tentang Hukum, serta
tanggapan atau komentar-komentar para pakar ilmu Hukum
terhadap Yurisprudensi.'’

a. Bahan-bahan Nonhukum
Dalam metodologi penelitian hukum, sumber bahan bacaan tidak
hanya terbatas pada literatur hukum semata, tetapi juga dapat
mencakup bahan non-hukum. Bahan nonhukum diartikan sebagai
sumber referensi yang berasal dari disiplin ilmu di luar ranah
hukum, yang berfungsi untuk memberikan konteks, definisi,
perspektif, atau data pendukung yang memperkaya analisis suatu
permasalahan hukum. Cakupannya sangat luas dan beragam,
mencakup antara lain sumber-sumber seperti ensiklopedia daring
(contohnya Wikipedia), kamus (seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia atau KBBI), hingga publikasi ilmiah dari berbagai bidang

16 Marzuki, 182. (Ibid.).
17’ Marzuki, 195-196. (Ibid.).
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ilmu lain, baik itu jurnal kedokteran, teknik, ekonomi, sosiologi,
psikologi, dan lain sebagainya.'®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada hakikatnya, suatu penelitan hukum itu sendiri

REPOSITORY

memerlukan suatu rujukan akademik, atau dengan kata lain yang
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disebut dengan bahan hukum. Dalam konteks ini referensi atau bahan
hukum tersebut dikumpulkan oleh penulis yang kemudian dipilah
berdasarkan jenis-jenis sesuai hierarkinya. Di mana bahan yang
dikumpulkan ini merupakan bahan penelitian yang khususnya berasal
dari disiplin keilmuan hukum.*

Berdasarkan jenisnya, penulis membedakan bentuk-bentuk
bahan hukum yang di antaranya seperti peraturan UU atau peraturan
lainnya yang diakui dalam UU P3, Buku, jurnal, encylopedia artikel, dan
referensi lainnya yang berasal dari disiplin keilmuan di luar bidang
hukum atau yang disebut sebagai bahan nonhukum yang berfungsi
memberikan suatu penegasan mengenai suatu hal.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dewasa kini, khususnya dalam ranah penelitian hukum
memerlukan sebuah analisis terhadap suatu bahan hukum yang
diaposi dalam penelitian. Yang dimaksud dengan ini ialah bahwa suatu
bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dikaji

dengan jalan mengaitkan dengan permasalahan serta isu hukum yang

18 Marzuki, 204-205. (ibid.).
19 Marzuki, 237. (Ibid.).
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UNISMA

menjadi titik fokus dalam penelitian hukum. Tujuannya tak lain yakni
untuk menjawab permasalahan dalam penelitian a guo.”®
Dengan tiga bahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka

penulis niscaya melakukan analisis yang mendalam serta komprehensif

REPOSITORY

terhadap bahan-bahan hukum yang dimaksud. Dalam artian suatu
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peraturan dikaji dan dikaitkan dengan bahan hukum lain, yakni seperti
teori, doktrin jurist, jurnal, koran, dan encyclopedia artikel.

Untuk selanjutnya dilakukan teknik analisis dengan
menggunakan interpretasi yang diakui dalam disiplin keilmuan hukum.
Dalam konteks ini, interpretasi yang digunakan ialah gramatikal dan
sistematis. Gramatikal menunjuk pada interpretasi yang ditujukan pada
suatu redaksi pasal dalam suatu peraturan, di mana dilakukan
penafsiran terhadap frasa-frasa dalam UU yang menjadi topik dari
bahasan dengan mengacu pada kaidah atau bahasa hukum yang
eksistensinya telah diakui.

Sementara interpretasi sistematis dilakukan dengan cara
menelaah hubungan antara pasal-pasal yang tertuang atau termaktub
dalam peraturan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Meskipun
penulis mendasarkan pada dua interpretasi tersebut, tidak menutup
kemungkinan pula digunakan jenis interpretasi lain apabila dalam
penelitian ini memang terdapat urgensi untuk digunakan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

20 ARLINA HARYUNINGSIH, PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSONAL GUARANTOR KARENA
DEBITOR WANPRESTASI (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor
13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan
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Pendahuluan, bagian yang memuat sejumlah gagasan yang menjadi
struktur penyususnan proposal penelitian. Yakni dengan menguraikan kajian
teori serta peraturan perundang-Undangan terkait hukum lingkungan yang
kemudian dikerucutkan ke dalam titik singgung antara hukum lingkungan
dalam ranah keperdataan dengan hukum Kkepailitan, dengan metode
pendekatan Perundang-Undangan, kasus, serta pendekatan konseptual.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks ini tinjauan pustaka yang diuraikan ialah menguraikan
secara teoritis mengenai istilah-istilah, konsep, atau teori yang berhubungan
dengan penelitian kali ini. Contohnya yakni seperti; kedudukan hukum,
Pemerintah, Kepailitan, dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup, Hukum
Perikatan, serta konsep maupun teori yang dirasa memiliki urgensi untuk
diuraikan secara komprehensif.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas secara komprehensif dari hasil penelitian yang dilakukan
oleh penulis. Di mana yang dimaksud hasil penelitian ialah jawaban dari
rumusan masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini, sehingga yang
dibahas nantinya ialah mengenai kedudukan Pemerintah sebagai kreditor
dalam konteks kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi kekurangan dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup dan mengenai kedudukan hukum bagi
pemerintah yang ideal dalam rangka penagihan kekurangan pembiayaan dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup yang tidak cukup.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini ruang lingkup pembahasannya ialah menyimpulkan apa

yang telah dibahas dalam bab tentang hasil dan pembahasan, serta dari
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kesimpulan  tersebut apabila menemukan  ketidaksesuaian  atau
ketidaksempurnaan dari objek yang telah diteliti maka kemudian penulis
memberi saran guna perbaikan baik dari segi teori maupun dari praktik
mengenai kedudukan hukum bagi pemerintah yang ideal dalam rangka
penagihan kekurangan pembiayaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup

yang tidak cukup.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikaji yang berdasarkan

dua rumusan masalah yakni:

1.

Kedudukan pemerintah sebagai kreditor dalam konteks perikatan yang
meletakkan kewajiban terhadap pelaku usaha untuk memenuhi
kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup ialah sebagai
kreditor konkuren. Kedudukan hukum pemerintah ini lahir dari
hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pemerintah yang
tercipta akibat terdapat pengaturan yang mewajiban pelaku usaha
untuk memenuhi kekurangan pembiayaan dana jaminan lingkungan
hidup. Yang artinya, dalam konteks ini kreditor pemerintah berwenang
untuk menagih atas kekurangan pembiayaan tersebut dalam hal
melaksanakan penanggulangan maupun pemulihan. Namun hingga kini
pengaturan hak tagih pemerintah tidak dinyatakan secara expressis
verbis, di mana menimbulkan ketidakpastian akan legal standing
pemerintah dalam melakukan penagihan yang berpotensi meimbulkan
ketidakpastian, yang bersifat multi tafsir. Di sisi lain, pengaturan hak
mendahului pemerintah (privilege) dalam rangka penagihan dana
jaminan tidak diatur keberadaaannya sehingga akibat hukum dari hal
tersebut maka pemerintah berkedudukan menjadi kreditor konkuren.

Dengan melihat sisi dari kepentingan dan studi komparatif dengan UU
yang mengatur hak privilege kreditor (tagihan pajak, cukai, dll),

penagihan kekurangan pembiayaan atas tidak cukupnya dana jaminan
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B. Saran

pemulihan lingkungan hidup oleh pemerintah terhadap pelaku usaha
merupakan masuk dalam kategori kepentingan publik yang berorientasi
terhadap perlindungan lingkungan hidup. Sehingga kedudukan
pemerintah sebagai kreditor konkuren merupakan kedudukan yang
tidak ideal karena kepentingan untuk menagih kekurangan dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup memiliki urgensi untuk
didahulukan. Di samping itu, dapat dipahami bahwa pengaturan
hukum positif yang melibatkan kepentingan publik lazimnya hak tagih
negara memiliki hak untuk mendahului dibanding kreditor lain. Hal ini
bertujuan agar kedudukan pemerintah dalam rangka penagihan
pemenuhan kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup

berada pada posisi yang lemah.

Dengan kesimpulan seperti yang telah diuraikan, maka saran dari

permasalahan tersebut ialah:

1.

Disarankan kepada badan legislatif untuk menambahkan pengaturan
mengenai hak tagih pemerintah mengenai kewajiban pemenuhan
kekurangan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, sehingga /ega/
standing pemerintah dalam melakukan penagihan eksistensinya telah
jelas yang kemudian hak tagih pemerintah tidak bersifat multi tafsir.
Dengan posisi pemerintah saat ini sebagai kreditor konkuren terkait
penagihan kekurangan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup,
maka dapat dipahami hal yang perlu dihindari oleh pemerintah ialah
melakukan penagihan melalui mekanisme kepailitan. Dengan kata lain,

apabila pelaku usaha yang tidak kunjung memenuhi kekurangan dana
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jaminan lingkungan hidup, maka skenario terbaik penagihan dilakukan
secara non-litigasi jika memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan
dapat dilakukan penagihan melalui litigasi, namun dengan mekanisme
pengajuan gugatan perdata biasa (bukan kepailitan).

Diharapkan kepada badan legislatif menambahkan pengaturan yakni
mengenai pemberian hak istimewa atau hak mendahului dalam
konteks penagihan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup,
khususnya perihal kekurangan pembiayaan yang diakibatkan oleh tidak
cukupnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Kedudukan
pemerintah sebagai kreditor konkuren dalam hal ini berpotensi
pelaksanaan kewajiban suatu pelaku usaha untuk memenuhi tidak
terlaksanakan karena keditor konkuren berada posisi di bawah kreditor
separatis dan kreditor konkuren. Dengan diaturnya hak pemerintah,
maka hal ini sejalan dengan asas tanggung jawab negara dalam UU
PPLH bahwa negara bertanggung jawab terhadap hak warga negara
atas lingkungan hidup yang sehat serta melindungi pemerintah agar

tidak berada pada posisi yang lemah.
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